
 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BATU 

NOMOR  78  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 

DESA PURNABAKTI ATAU TELAH MENINGGAL DUNIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BATU, 

 
Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan angka 5 huruf 

d Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/655/SJ 

tanggal 4 April 2006 perihal Pembinaan dan 

Pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, dan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Desa, serta dalam rangka memberikan 

penghargaan atas pengabdian selama menjabat sebagai 

Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kota Batu, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang 

Tunjangan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa Purnabakti atau Telah Meninggal 

Dunia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang  

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

SALINAN 



Halaman 2 dari 7 hlm… 

 

2. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; 

19. Peraturan Walikota Batu Nomor 108 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN 

MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA DAN 

PERANGKAT DESA PURNABAKTI ATAU TELAH 

MENINGGAL DUNIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

3. Walikota adalah Walikota Batu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk 
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menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah. 

8. Perangkat Desa adalah terdiri dari Sekretariat Desa, 

Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Desa. 

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 

adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima 

Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah setelah dikurang Dana Alokasi Khusus. 

11. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa 

adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan 

Desa. 

12. Tunjangan Masa Akhir Jabatan adalah penghargaan 

yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat 

Desa yang telah berhenti atau telah meninggal dunia. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu 

sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan 

masa akhir jabatan kepada Kepala Desa dan 

Perangkat Desa yang purnabakti atau telah 

meninggal dunia. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu 

sebagai upaya untuk memberikan penghargaan 

dan kesejahteraan kepada Kepala Desa dan 

Perangkat Desa purnabakti atau telah meninggal 

dunia. 

 

BAB III 

TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN 

 

Pasal 3 

 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah 

berhenti diberikan tunjangan masa akhir jabatan. 

(2) Berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dikarenakan: 

a. meninggal dunia; 

b. atas permintaan sendiri; atau 

c. diberhentikan dengan hormat. 
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(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibebankan pada APBDesa dan dapat bersumber 

dari ADD atau PADesa sesuai Kemampuan 

Keuangan Desa. 

(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan bagi: 

a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal 

dari Pegawai Negeri Sipil; 

b. Kepala Desa yang telah berakhir masa tugasnya, 

yang mencalonkan namun tidak terpilih; dan 

c. Perangkat Desa yang diangkat secara periode 

yang telah habis masa tugasnya. 

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf c, apabila tidak berhenti dan berusia 

kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat 

sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. 

 

Pasal 4 

 

(1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa 

berhenti karena meninggal dunia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, 

tunjangan masa akhir jabatan diterimakan kepada 

ahli waris yang sah. 

(2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa 

berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan 

diberhentikan dengan hormat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, 

tunjangan masa akhir jabatan diberikan dengan 

masa tugas paling sedikit 3 (tiga) tahun. 

  

Pasal 5 

 

(1) Tunjangan masa akhir jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan 

perhitungan penghasilan tetap dikalikan jumlah 

tahun masa tugas yang telah dijalani. 

(2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan tanggal Keputusan Pengangkatan 

sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan 

ketentuan paling lama 18 (delapan belas) tahun. 

 

Pasal 6 

 

Tunjangan masa akhir jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tidak diberikan bagi: 
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a. Kepala Desa yang telah berakhir masa tugasnya, 

yang mencalonkan dan terpilih kembali; dan 

b. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai 

Penjabat Kepala Desa. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Walikota  ini  mulai  berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

     Ditetapkan di Batu 

      pada tanggal  25 Oktober 2019 
 

WALIKOTA BATU, 

 

ttd 
 

 

DEWANTI RUMPOKO 

Diundangkan di Batu  

pada tanggal  25   Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

 

ttd 

 

ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 73/E 
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Urusan Pemerintahan Wajib 

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:  

1. pendidikan; 
2. kesehatan; 
3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 
6. sosial. 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:  

1. tenaga kerja; 
2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 
3. pangan; 
4. pertanahan; 
5. lingkungan hidup; 
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
9. perhubungan; 
10. komunikasi dan informatika; 
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
12. penanaman modal; 
13. kepemudaan dan olahraga; 
14. statistik; 
15. persandian; 
16. kebudayaan; 
17. perpustakaan; dan 
18. kearsipan. 

Urusan Pemerintahan Pilihan 

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:  

1. kelautan dan perikanan; 
2. pariwisata; 
3. pertanian; 
4. kehutanan; 
5. energi dan sumber daya mineral; 
6. perdagangan; 
7. perindustrian; dan 
8. transmigrasi.[1] 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#cite_note-:0-1

